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TINJAUANYURIDISTERHADAPPELAKUFLEXINGMEDIASOSIAL TERKAITARISAN BODONG DI KABUPATEN KARO
TaruliSilalahi (235114175)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena flexing di media sosial yang digunakan sebagai modus dalam penipuan arisan bodong di KabupatenKaro.Flexingmerujukpadaperilakumemamerkankekayaanataugaya hidup mewah secara manipulatif untuk membangun citra kredibel dan menarik kepercayaan publik, khususnya dalam kegiatan arisan online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku flexing dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun hingga kini belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penipuan berbasis flexing. Tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi kendala pembuktian digital, rendahnya literasi hukum korban, dan minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatansiber.Olehkarenaitu,diperlukanreformasihukumdanpenguatansistem perlindungan konsumen digital untuk mencegah praktik penipuan serupa di masa depan.
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ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON SOCIAL MEDIA FLEXING PERPETRATORS
RELATED TO ILLEGAL SAVINGS GROUPS (ARISAN BODONG)
IN KARO REGENCY

RULI SHALAHI
(235114175)

The objective of this research was to juridically analyze the phenomenon of
Sflexing on social media used as modus operandi in fraudulent savings group
(arisan bodong) schemes in Karo Regency. Flexing referred to the behavior of
manipulatively showcasing wealth or a luxurious lifestyle to create a credible
image and gain public trust, particularly in online savings group activities. This
research employed a descriptive qualitative approach with data collection
techniques including interviews, documentation, and literature review. The results
of the research showed that flexing perpetrators could be prosecuted under Article
378 of the Indonesian Criminal Code concerning fraud, Article 28 paragraph (1)
of the Electronic Information and Transactions I.aw, and the Consumer Protection
Law, although no specific regulation currently explicitly governs flexing-based
frami The main challenges in law enforcement included difficulties in digital
ion, low legal literacy among victims, and limited capacity of law
rs in handling cybercrimes. Therefore, legal reform and the
igital consumer protection systems were needed to prevent
ctices in the future.
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